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3 Hukon dan Penbanguian

BEBERAPA PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS
BAGI BURUH WANITA

oleh : SULIATI RACHMAT, S.H.

Tenaga kerja wanita felap memegang perasan pentmg
di Indonesia. Persamaan derajat wanita dan prig me,
nyebabkan perlun ya perfindungainhukum bagitenapa
kerja wanita, Perlindunganhubum tersebhut menyargw'
kut kondisi kerja, hak-hak wanita sehagai karyawan,
upah yang memadai, dan jaminan sosial. Ketentuan-
ketenfuan mengenai hal ini sudah sejak lama “ada
daiam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita.
Setelzh kemerdehaan berbagai ketentuan lainnva me-
ayusul sesuaidengan perkembangan keadaan. Karang-
an berikutini secara lebih @rperinci menguratkan hal-
hal perlindungan tenaga kerja wanita dari  sudut
peraturan perundang-undanzan kita.

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah wanita memasuki lapangan kerja dewasa ini, baik dalam hubungan
kega maupun secara mandiri disatu pihak memang cukup menggembirkan, sekalipun dilain
- pihak menimbulkan herbagai masalah, terutama mengenai penyedizan kesempatan kerja serla
perhﬁdungannya yang memadai. Isiilah perlindungan yang b:asanya dihubungkan dengan
peraturan-peraturan fertentu seria pengawasannys, sangat erat pula kattannya dengan faktor
pembinaan, khususnya terhadap para pelaku proses produksi, baik herupa penyuluhan,
bimbingan dan Jain-lain. Lebih-lebih di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pembi-
‘naan yang ditujukan untuk mampu melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku sangatlah
penting, mengingat tingkat pendidikan buruh yang relatif masik sangat rendah.

Di Indanesia perlindungan tersebut secara garis besar dirumuskan dalam Undeng- -undang
No. 14 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (sering pula disebut Undang-
vndang Pokok Tenaga Kerja), dan dalam pasal 1 menyebut ; "Tenaga Kerja adalah tiaporang
yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluwir hubungan kerja, guna
menihasilkan jasa amn barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” sehingga pengertian
tenaga kerjz dengan demildian memiliki cakupan yang sangat luas baik didalam atau di lear
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‘ ‘nununﬂan kerja, juga mehputl tenaga pisik maupun rohani. Sedang cirl hubungan kerja
.umumnya dipandang "hekerja dibawah perintah pihak fain dengan menerima upah.”
Bel‘.kanaan sy penntai tersebut tilpmdang tidak lagi mutlak.

Te:hhai}ah dalam romusan tersebut diatas hahwa pengertian tenaga kerja lebik luas dari
pada buruh sebab ‘biasanys yang disebut burgh jalzh hanya mereka yang bekerja dalam
hubungan kerja.

. Selanjutnya pasal 2 Undang~unéang tersebnit menyatakan : "Dalam menjalankan Und‘zng-
andang ini.serla peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi.”
Azas non diskriminasi inipun penting artinya bagi kausm wanita, sebab dalam menialankan
Undang-undang juga tidak boleh diadakan diskriminasi antara tenaga kerja pria dan wanila,
Semua Jems pertindungan sebagai hak dasar tenaga kesja /buruh dijabarkan dalam ketentuan
tersebut,

_ Masalah perlindungan tenaga kerja ini segjak tahun 1983 termasuk Salah satu prioritas
Departemen Tenaga Kerja untuk masa kerfa tahun F983 - 1988,
Buruch Wanita

Wanita umumnya disamping sebagai thu rumah tangga, mulai dari desa-desa sampai ke
kota berperan akef dalam masyarakat aniara lain sebagai buruh/pekerja, petani, pedagang
kecil, pekexia sosial dan sebagainya.

Diantara banyak peran tersebut, ingin kami mencoba menyoroti wanita sebagai buruh,
terutama pertindungan hakumnya.

Sebagai buruh, wanita tarut'sertz dengan rekan mereka kaum pria memberikan tenazga dan
jasanya dalam proses produksi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Hampir semua jenis
produksi memperkerjakan tenaga kerja, bahkaa diberbagailapangan kerja terteniy, sementara
peruszhaan memandang lebih tepat menggunakan tenaga wanita, baik karena pembawaan
slamnya maupun sifat pekerjaannya. Disinilah peranan wanita merupakan saingan yang tidak
ringan bagi rekan-rekannya pria.

Datam hubungan tersebut dinilai bahwa pada wmumaya buruh wanita lebih banyak memitiki
kesabaran, ketelitian, kesetinan, kepatuhan, ketekunan dan sebagamya

Beherapa pekerjaan tertentu dipandang lebih 4epat ditangani oleh wanita, misalnya : bidang
pemintalan, pengepakan rokok, jasa wisata dan lain-lain.

Umumnya motif ntama mereka bekerja kecuali karena kemajuan pendidikan, bagi vang
bersuami untuk menutup biaya hidup keluarga, sedang bagi vang tidak bersuami untuk
mencari nafkah. Dizntara para pencari nafkah tersebut, banyak karens ditinggalkan suami
sedang menganggur, lebik lebih mengmgat sulitnya memiperoleh pekerjaan tetap dewasa ini.
Masth pula terdapat diantaranya yang bekerja hanya kareﬂa mengisi wakiuloang, menambah
pergaulan atan senang akan melakukan jenis pekerjagn tertentu dan sebagainya. Peadeknya
kegmtan wanita dituar remah tangga, bukanlah masalah baru untuk masyarakat umumnya.
Sebagai buruh, wanila selalu memikul tugas panda, sebagai isteri/ibu dan sebagai pekerja
ditempat kerja.

i{ewajlban serta tanggung jawab yang cukup berat ini i dapat mereka penubi, jika kebatuham
Lebiguhan dasarnya teriamin seperti makanan bergizi, pemefiharaan kesehatan, waktu istira-
Bat, ketenangan serta keselamatan kerja dan lain-lain.

Kegzirahan kerja bukanlah semata-mata persoalan upah, akan Letapn tidakiah kurang pula
pentingnya suasana hubungan perburuhan diterapat kerja, keserasian dalam keluarga, inga
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seluruh kebutuban-kebutuhan dasar seperti tersehut diatas ikut pula menentukan.

‘Guna menjamin pertindungan sebagian kepentingan buruh, khususnya buruh wanita,
pemerintih memberiakukan seperanpkat ketentuan-ketentuan perburchan vang sifainya k_hﬁu-
sus. disamping peraturan-peraturzn perburuhan vang berlaku umem bagi seluruh buruh.
Belum selurub pasal UU Kerja No. 12/Th. 1948 sudah berlaku, seperti pasal 7 dan 9 _i:ang
melarang wanita bekerja pada wakte malam, dan melakukan pekesfaan yang berbahaya bagj
kesehatan dan keselamatannys. Sedang pasal '8 dan 13 vang melarang wanita bekerja dalam
tambang serta mengatur pemberian cuti khusus, yaitu cuti melahirkan dan haid, telah dinyata-
kan berlaku, _ T

Undang-undang kerja No. 12/Th. 1948 itu sendiri secara keseluruhan telah dinyatakan
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 1/Th. 1951 pada fanggal 6 Januari
1951 e
Almarhum Mr. Scetiksno, bekas Sekjen Departemen Perburuhan RIS menyebut dalam
bukunya “Hukum Perburuhan™ bahwa UU Kerja No. 12/Th, 1948 itu selain merupakan Ul
Pokok, fuga merupakan pernvatagn politik sosial negara Republik Tndonesia. Mengenai
pekerjaan buruh, UU bertujuan untuk menfamin pekerjaan dan penghidupan yang lavak,
sehingga selaras dengan Pasal 27 (2) UU 1945, sebagai sumber hukum perburuhan meteriil,
Seterusnya beliau menjelaskan bahwa UL jersebut bersifat publik, karena ;

1." Aturan-aturan yang termuat didalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan per-
seorangan saja, melainkan untok kepentingan masvyarakat;

2. Buruh Indonesia belum memiiiki kesadarzn/kemampuan uniuk melindung! hak-hak
sendisi,

Untuk tujuan perlindungan tersebut diperlukan campur {angan pemeriniah dalam hubung-
an perburuhan melalui peraturan perundang-undangan. Diluar UU Kerja No. 12/Th. 1948,
masik pula dapat kita jumnpai pertindungan hukum khusus untuk buruh wanita, misalnya U
No. 80/Th. 1957 Teniang Persetujuan Konvensi ILO No. 100, mengenai peagupahan yang
sama bagi wanita dan pria untuk jenis pekeriaan yangsama nilainya (L.N. No. 171/Th. 1957),
dan P.P. No. 8/Th. 1981 Tentang Perlindungan Upah.

Demikian juga "Peraturan Tentang Pembatasan Pekerjaan  Anak dan Pekerjaan Wanita
Pada Malam Hari”, Ordorantie 17 Desember 1925, Sibl No. 647, suatu ketentuan yang
herasal dari zaman Hindia Belanda, yang masik tetap berlaki,

Dari seluruh ketentwin hukum yang berlake khusus bagi buruh wanita tersebut, akan kita
tinjau secara garis besar satu demi satu,

B. TENTANG PEKERJAAN WANITA

1. Kerja malam :

Ditempatkan kerjz tertenty, wanita sering dierfukan untuk melakukan pekerjuan diwaktu
malam, baik karena pekeérjaan itu sendir, kepentingan umum, maupun kebutuhan perusahaan
secara wefap atau berkala.

"Pasal 7.UU Kerja No. 12/Th. 194&jo UU No. 1/Th. 1951 pada dasarnys melarang wanita
bekerja pada malam hari, kecuali dalam dus hal, yaitu: _
(1)jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan cleh wanita:
(Z)dimana pekerjazn wanita pada malam hari ftu tidak dapat dikindarkan berhubung dengan

kepentingan atau kesejahteraan umum,
Akan tetapi berhubung pasal 7 ketentuan tersebut diatas belum dinyatakan berdaky, maka



- ""n:u ndak ada izin dari aizi herdacarkaa sttt képutusan Pemerintah umuk peru:ahaan tcrzemu -

pdda umumnva au untuk dbrn%«; tempal I\El‘jd dlau puuadha.m terlemu pada khusmn\d :

; ak: yang berus:a 1eb1h dan enam balds tahtm e A WY
3 Lamngan ?e!\enaan yang berbaimya bagt kesehatan tian keseiama#an e
«Pasal 9,(1)anelarang wanita menjalankan pekesjaan yang berbahaya bagi i(esehatan dan
._keselamamnnya :demikian pula pekerjaan vang menuyutsifat, tempat-dan keadaannya berha—
ghayabaglkﬁusaiaannya Bt e LR e e
Pasai ini belum berlaku, sehmgga pcraturan peiaksanaan yang dtmaksud oleh ayat 2 sampm
__qekaraﬁnbe}umada : N TP P R PP LI REPFI
£ B CUT!/EST!RAHAT KHUSUS:BAGE WAN!TA
1 Cati hamil/bersalin,

'Pagal 13° (2) dan 3) U’ Ker]a No. 12/Th." 1948 Jo U. U ‘Mo, ll’i’h 1951 m ngatur
“pémbérian’cuti hamil/bersalin, Pasal i m1pam telah’ dmyatakan berfaka, :
Pengeman cuti/istirabat meagandung asth; ‘bahwa ‘buruk tidak melakukan pck:rgaan dengan
“meEnérie upah penuh “Wanita ‘dalari keadsan hamil; pendapst ahli memang memerlukan
"xst:rahat ymtu nmﬁmnya 1% ‘bulan sebelam’ dan'14 bulan’ sesudah melahirka HRE
“Kirdnya perlu dalam hubungan ini dissbut suatu konvéni IO » United Nalions Convéntion
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Lonvens mem.m ang bahwa kchamxlan mempunyat aru qosaal untuk me]an;u%kdn
_an, schmgga iavak merzdapat per!mdungan

i Masainya dii negasa-negara hheral dimana Xedudukan hukum majxkdn cenderung dlpa
_sama dengm buruh suatu azas =

menurat mata azas yanc mereka anut Sermgkah perimdangan i membenkan da pak
negat:f vaitu keengganan perusahaan tintuk menérims tenaga kerjz wanita) AN

“ Eiberatisme ditkuti pula:B. Wiy yang'masihputaBerlaku di negeri kita ‘'sébagai pedoman.
~Almarhum Prof Tman Soepomd dalim: bukunya "Hukum Perburuhan: blciang Hubungan
Kerja" secara luas menggambarkan bahwa sekalipun B.W. telah mencapai kémajuan™ yang
sangat ‘berarti*pada saat labirnya, yaitu ‘mastknya ‘vnsur: kemanusisan dalam Hukiim © Fier-
buruhan, namun sifat liberal tetap tercermin dalam keseluruhan pasal-pasalnya, vang berarti
;}erlmdungan hukum yang sama diberikan kepada pihak-pihak buruh dan pengusaha yang
berbeda kekuatan sosial ekoaommya
”No 14/’I“h 1969 Tentang Ketentuan—ketemuan Pokok-_Tenaga Kerja, ieberahsme teiah
ditinggatkan dan diganti dengan prinsip keadilan sosxal cie - :
__:Azas Pancasxla kecuali memuat unsurkemanus;aan yangberkaitandengan s:la—stialamnya
secara k&ceiuruhan smempunyai tujuan. yang, lebih jelas, . yaitu. masyarakat Indonesia. vang
.berkeadilan sosial. berdasarkan Pancasila, Dasar jni menentukan pola pikir/ pandangan yang




; ja'la'sfixrbé,'da datam selornb drah-kegisianmegara: danrakyatys o
“Hendil msosiad memp&km normaseliruisiKaptindak Si.,kdll(’ﬁi tajuanser

-arahperjuangin

" bangsa dan negara vang bakal diwujudkan Azas tersebut mempa;&an 51&&1{&1 majuvang kh; -

;konkmt danpﬁda unsur kemanusxaan scmam—maw_" : T s
: emmuqan pasai 2y UUE 1945 yang ménjarini miiindun\‘fi hzm.i"n 'ierh:da"p h;shn?'né
ipel erjaan dan pen“h;dupan YATE 143&1( dx_lndmusm kiranya sudalalyeeliras dalani penjd bar-

'f:'armya anmra lain dalam pasal A3 U:Kerja 0§ 24T -1 948 tersebut. Sedangkan: Pgmmum :
Lnagai\. ]21 Mo 02/ Men/d984, Tentang’ Perianggunpgan Sakit-Hamil dan Bersatin

'-bagl Tmaga kcrja dan Kclaarganm sﬂhagm peraturan pdaksanaan yang membatasi mm.g\mm
Haan hifa; spersalinan bagi. tcnag‘l kerjaAsteri tenaga kerja hanya mmpal anak ketigas
'dalam 'ant?im meRunang kcbmk&mam penduduk. i B :
3Untuk perhasiinya program nasional. keluarga berencana, pemer]
membatdss laju periumbuhan e nduduk dengan menerapkannoraa kehuarga kecil. Kelontus
»"--&Lmdapun ‘diberiakukan pulaethadap pegawdi negerl, va:‘iu PP No. 247Th 1976 Tenlang
I Cratran Cuti Pwaw‘u Neger; vang meneamr hahwa cut: lumxl aenaan u;mh pmun h;mx i

pegAwa hoger: w.amm dapzxt mengdmbll Gl dtluar tanggungm neégara; Pcmhgmsm 1CTse hul
tidak terdapat pada UY. Kerja No, 12/Th. 1948, S RIS T
EDalamn keaéaan nofriak lama ntlrahai sebelum santnyabaralimenine puhxtun;:an akun

=-me§ahsrkan dan’ susadahnva aidale dapat ‘divbdh dalam arh dmmbahfdtkumwr1mnm [

- kehendak sendirt’ mea ketemn«an seoiingdokier/seorang y&nﬂ dipandangahl
1Pl 3 (HY memberikan Kesempatai™ kepada burth warita s}muk mf,nyusul
selama u.ak;u kerjd Jlica hal ier@f.imi sepatumm imrus dﬂakukan

anaknt

='52;=?C1iti=ﬂaid!- e il 5o :
Lain halnya dengan cuti haid, yang disebut pasal 13 (1) shb, ™
diwajlhkan b@kerja pada h<_r1 permma dan kedud waktu ha:d”

"‘ﬁ&yain 4, pérnah menyatakan dalim’ penje}asan-penjelasan kuhahnya bdiawa.
bukanlah mempakan hak, lelapl adalah suatu kebolehan. X '
keadaan hat{i buruh ma_;:imn dxanggap tldak mengctahw pd lmla ttéak dlbenm.hu Dena i

:'n hde

“A¥an Wapi dpabila Burun Hidak mengg
txdak dapal menumumva atas das&r hak

“adaan haid tersebilt ‘kepada pihalk majlkan Kecuali itu dalam kéfiyatadn mercka’ memans.
maszh FRNPU melakukan kemﬁban untuk bekerja.

“ i Telah'dapat Aikétahiisscara Umitm; bahwarkekehatan wanita pade’ tiarike 1 dan ke 2 masa
haid memang tidakiah sama. sehagian wanita tidaklah selaly dalam keadhan sehat sepenuhiya.

A oersere JORE

TN

'dfhh '

pf;m' Wariita ﬁ'd?'k boléh



332 Ll T R ' Hukon a‘anPembng;'f"':'

Lebib leimh hag: para buruh wanita yang harusmelakikankerfa berat,seperiidi pabnk«pahﬂk_ ;
dan 1apangan ker}a}am k:ranya bentuk perimdungan berupa kesempatan untuk Lsnrahat h id
- pads; hdﬂ ke:d dar ke;Z ini: dapat digunakan seperlenya B T P .
Tenmng terjadm)a berbdgm penya]ah gunaan-kesempitan: tersebut oleh plhak majlk"m _

' dcnvdn ‘berbagai tipayd dapat dihindarkan. Dewasa inibanyakperisahaan yangtelzh menye-
-didkan Klinik! Lesehatan bagz buruhnya Klinik; Aersebut:dil ayani-oleh perawat dan selama
::hebempa Jaim; setiap harmy'l o]eh tenaga doixter Laporan tentang haid: buruh-wanita dapat ‘

. rdiawast: kcbenarannya olch-khmk iersebut dzm apa%u}a perlu buruh: vang bersangl\ulan dapai

' 'd:ber; oha e bt e .
- -'.--Dengdn demikian buriih wamta t:dak periu cuu seldma sehar;/dua har; penuh cuknplah .
e Isﬂrahat bei}erapa jam dikinik. ST AW
_.__5:13 PERL!NDUNGAN 7

Da}am hubungan kerja‘upah, meru@akan saEah satu unsur pokok dan untuk tujua
_=pa alah buinh, melakukan pekerjaan i . : Y
“-Majikan wajrb ‘membayar: upah kepada buruh yang bekerja atau, dianogap mciakukan
;peker_]aan bagikepentingannya, Dengan upahtersebut buruh memenuhi kebutuhan h:dupnva
bersama keluarga yang ditanggung. [P T
. Sejarab hukum perburuhap adalah pula, se;arah perimdﬂngan buruh sehagat prhak yang
_.sosmi ¢konomi iemah terhadap majikan vang lebih Juag Suatu. perlindungan yang bermula
dengan keselamatan kerja,.dan kemudian dengan perlmdangan sosial; serta pada pertumbu-
hannya lebih lanjut melahirkan perlindungan hubungan kerja secara Juas, Perhndungan upah
adalah pula salah satunya, disamping benivk yang lain, - ¢ SRR O
Banydkhalsan“at bcrpengaruh terhadap ﬂpah antara Eam L.eaciaan ekcnom: penggunaan

eniang upah dan iam«iam o
i, Upah sebagaz imbalan ker;ga. e : o N
P’andangan ini sapgat dominan dlbanyak negara maju yang pada umumnya berahran
hherai Fungs: upah adalah unbalan yang sesuaiterhadap nilai kerja/jasa yang d:berlkan oleh
seorang burih, dengan kam lain bahwa buruh akan menarima upah sehesar nilai kerja yang
diberikan,
_Apabﬂa produktivitas bursh rendah ia ai«:an mener:ma zm‘i}alan yang rendah pula Dmegara-
REZATA MAjY,. d;mana latarbe.akang pendld:kan burt:h sudah relatif finggi dengan sarana
produks: yang eﬁsten, giopga nuruh yang prodaktmtasnya rendah Jjuga sedikit, .
Bagi mereka itu telzh tersedia macamsmacam Jjaminap, scgial dari pemenntah dalam b«emuk
_tun_]anga:z-tumangaﬂ severt ;. tunjangan perbaikan gzza anak»anak biaya, pemtrpan anak agar
st ibu dapat beker;a maupunt makanan dan iam—lam R .
_ Da Indonesm .pengaruh B'W, masih besar, terma;na dalam pengupahan mnsalnva PP No
S/T}J 1981 Teutang Pcrlmdungan upah tefah mengamb&l ahh sejumiah pasa!- sal (Pasal
1601 ps/d 1601 t, 1601 ¥, iﬁﬂl v, 16024 s/d 160" 4 1602 valmea 51969 - an!mea3 dan
1971 sepanjang menyangkut upah) Dengan ber}akunya peraturan tersebut dalam Ketentuan

1). Pragaran Pr. Payaman Y. Szmanjuntak pada diskas1 panei HPP LIPI Oktobsr IQSI dt
Sakarta . . _ ,
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- _\umu melmdungs ddn menallx.kan yer}nhmlan Bukanldh hanya upah ik u.mpx mehptiizj

iu mf’;h potfmn&n Bpsih va.ng duzmka.n beaiuk upﬂh S keds!uwaml tumutan atasupah dan .
\-’k*rusnvm ’ f

yang m ﬁéaiﬂdlkdﬁ ci‘sskrlmmas;
" Diananan va, persamwan hak wanila datam kesempatan intuk mumperoleh p@ﬂdldakan dan
pilihan kurikilum yang sama, tidak adanya dickriminasi dalam pekerjaan dan upah, jaminan
ates kepostian pekerjaan jika yang bersanglutan kawin, bamil dan ssbagainya::




235"

egara~:aeuafa peser

u,ajxh membuat peraturan perdtu;an yang tLpat untuk mienghipus
e _dmkrzmm&m tcrhaddp wamta d:lapangan pekerjzan guna menjamin hak-hak wng sama
_atas. dasar pergamaan antard pm {}an wamm khuwsnv&

+ Hakiatas perlindungan Resehman dan keselamatan kﬂrga ermasuk’ hak pcrlmdtmmn
terhadap fungsa meldnjutkan Reiurumn

a. Untuk melarang dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas da‘;ar ‘kehamilan atau cuti
hamil dan diskriminasi dalam pemherhemmn atas dasar status perkawinan
b, Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dnﬂgan hayaran atandengan tunjangan sesiul

yang schdndmg tanpa. kehlldngan pekerjaan semuia semontas atau lam—]am jdmmdn

' ﬁf"Untuk memben perhndungan’khusas kepada kdum wémfa sel}sm
jenis pekerjaan yang terbukti berbahava hdg: mereka

3). Perundang-undangan yang. bemfat melmdunga cehuhuncran denaan hal hal: yang tcrcakup
.. .dalam -pasal ini-wajib. ditiniau: kembali. secara berkala berdasar ilmu pengeiahuan dan-
- . teknologi seria direvisi, dicabut aty diperiuas menurat keperluan. - s
Pasal tersebut diatas kecuali memuat pertindungan upah (11d), mem:akap pula semua
.. bentuk perlindungan wanita sehagaj buruh. Seherapa Ja_uh h__ggl_mz terealisir disuatu negara, o
sangat ditentakan pula.oleh pandangan serta pola kebudayaan masyarakainya. Kenyataan
s membuankdn bahiwa tidak jarang nepara-negara maju belum siap. IREnErima persamann
; wanita ierqebut .walaupun secara.fofméal . negara yang bersangkutan :telah
menerima isi konvensi, sebagam.onmh perusghaan-perusahaan di Jepang umumnya tidak
suka menerima tenapga kerja wanita, sekalipun pendidikan serta ket;ampi!an meteka sudah
memadai kebutuhan, dan masih banyak lagi contoh lain. Kedudukan hukem-wanija dan

S Fe T 1 7]



o ?36 - . y ) ) Hulon dan P :mbang;man_,.' :

o szkap maﬂ_\,a;akdt i Indonegia lebih mcnguntungk&n olelrkarena itupenerapan Uadang- . '_
C-nndeng.No. .7/ Fh.:1984, t;:;seb_ut ild&k_mc_nng:;_dang_ _E;{,‘_%B_!ltdn/hamb_dld_r_l: yang:be

- E. Penutup

Dari urzian fersehut dmmq dapa{lah kxm s:mpL!kan bahwa pcrlmduncun wan «ehagzu

L hﬁruh ymumnya; bertu;aan untek menjaga kesehatan, -kesclamatan daskesusilaannya,

?Lrlmdungdn Ecrsebm bersifas khusus, termama sangateras berkaitan dengan pemmwaan B
_alg i desmsm maupim rohani, dahm mengemban tugas, alamnya. mmalnva
anita; yang memeriukan aerlm—. '

xduma tf:fah menenma pandanadn fersebuiy Juga mendrzkung qecr::pat )
rakh:mya.dxsknmmas;-.hak wanita,, YADE: semam-maba :disebabkan .oleh: jenis
1dalam peiaksmaan sangat dzpenﬁaruhmieh pandangan kidup sera

i g»masmg +.B.Bserta lembaga-lembaga internasionat Jainnya sepem .
@ emainkan peranan. dalam fmencapai.tyjuan kemanusiaan tersebut.
Indonesm sebagai negara dan bangsa daiam keikutsertaznnya meadukung pelaksapzan, batk

dari pandangan Pancesila. maupun. kebudayaan. bangsa,tidak. menga]amz hambaan vang .
b”%’dﬂi . [E LI SUTENE T feroaiwrndtorrging
Departemen Urnsan Peranan Wanita selaku mstans; Tesmi, dapai herfungm cebagar saiurzm _
untulk penpgerak keotamﬁlberanan k"sum wamta wna_‘menuambzl hagran daiamt usaha terse—
burt, Hal ini sangat panhng, mcm;ngat 'esamya ju ‘naga Xerja wanita, serta' peranannva '
da am pemhangunan baucsa ci.m Degar
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